EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN
(STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2015)

QiJ

Oleh:
ARINA KAMILIYA, S.H.I
NIM: 1520310022

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang
berjudul:

EKSISTENSI NILAl HUKUM DALAM PUTUSAN

(STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
NIKAH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015)

Yang ditulis oleh:

Nama : Arina Kamiliya

NIM : 1520310022

Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister
Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Pembimbing I




NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang
berjudul:

EKSISTENSI NILAl HUKUM DALAM PUTUSAN

(STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
NIKAH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015)

Yang ditulis oleh:

Nama : Arina Kamiliya

NIM : 1520310022

Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister
Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Mei 2017
Pembimbing II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. M. A.
NIP. 19750615 200003 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Kamiliya

NIM : 1520310022

Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Afina Kz{ﬁi{liya, S.H. L
NIM: 1520310022



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Kamiliya

NIM : 1520310022

Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari
plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap
ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Saya yang menyatakan,

-TERAIL (14

fna Kamiliya, S. H. L.
NIM: 1520310022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJTAGA
Dio FAKULTAS SYARU'AH DAN HUKUM

2l Mursda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax, (0274} 545611 Yozyakarta $528!
PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-214/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017
Tugas Akhir dengan jugul :"EKSISTENSI NILAI HUKUM DALAM PUTUSAN (STUDI PERTIMBANGAN

HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARINA KAMILIYA, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa 1 1520310022

Telah divjikan pada : Selasa, 23 Mei 2017

Nilai ujian Tugas Akhir T A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Penguji [

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. r. Moh. Tamtowi, M. Ag.
R CPOOONTR CFRSGS R ~INIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

_——_DEKAN
”gﬁ\‘-: 1

.
Sy

I\
\ 7y

Dr. H. Agus Mot Najib, M. Ag.
INIP. 19710430 199503 1 001

171 24/05/2017



ABSTRAK

Dalam kurun waktu lima tahun, perkara dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 menempati posisi ketiga tertinggi dari
perkara yang lain. Hal ini memperlihatkan masih tingginya pernikahan dibawah
usia yang telah diatur oleh undang-undang. Sampai saat ini, ada hal krusial terkait
penetapan dispensasi nikah yang belum dikaji secara mendalam dan
komperhensif, yaitu eksistensi atau terpenuhinya nilai dan tujuan hukum dari
pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Padahal, pertimbangan hukum ini
bermakna penting dan harus diperhatikan untuk menjaga tujuan dan nilai hukum
dalam putusan hukum yang pada akhirnya, hukum sebagai social control dan
social engineering bisa terealisasikan.

Untuk itu, penelitian ini berfokus untuk mengungkap bagaimana hakim
mewujudkan kepastian hukum, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan melalui
putusan tentang penetapan dispensasi nikah dalam rangka melakukan fungsinya
sebagai social control dan social engineering. Secara rinci, dirumuskan dengan
tiga pertanyaan, yaitu pertama, apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim
dalam penetapan dispensasi nikah? Kedua, bagaimana konstruksi filosofis
pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi nikah? Dan ketiga, asas-asas atau
prinsip-prinsip hukum apa yang tercermin dalam putusan hakim dalam kaitannya
dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-
yuridis yang menggunakan buku-buku dan penelitian sebelumnya yang berada
pada titik fokus yang sama sebagai data sekunder dan 200 perkara penetapan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 sebagai data
primer. Teori yang digunakan adalah teori Gustav Radbruch yang menyatakan
bahwa putusan hakim dikatakan baik jika tiga nilai hukumnya terpenuhi yang
meliputi nilai keadilan (gerechtigkeit), nilai kepastian hukum (rechtsicherheit)
dan nilai kemanfaatan (zwechtmassigkeit).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus
perkara, hakim menggunakan beberapa asas. Secara kasuistik, hakim dapat saja
berubah dari satu asas ke asas yang lain. Terhadap nilai kepastian hukum, hakim
cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang
ada. Selain itu, terhadap nilai keadilan, hakim mempertimbangakan faktor
sosiologis, psikologis dan ekonomi. Sedangkan terhadap nilai kemanfaatan, hakim
lebih cenderung memberi penekanan pada aspek mashlahah, yaitu menjaga dari
kemungkinan zina, menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti dan bahkan
menolak permohonan dengan alasan kekhawatiran orang tua tidak menjadi alasan
kuat untuk dikabulkannya permohonan.

Kata kunci: nilai hukum, pertimbangan hukum, penetapan dispensasi nikah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
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A. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan
be
te

es (dengan titik di atas)

je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
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ge
ef
qi
ka

~

el

“em

‘en

waw w

ha’ ha
hamzah apostrof

a9

ya ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis
Ditulis
C. Ta’ marbdtah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
Ditulis
Ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis h.

ditulis

!
M

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h.



D. Vokal pendek

a

fa’ala

i
kasrah zukira

u

yazhabu

E. Vokal panjang

Ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

F. Vokal rangkap

Ditulis
ditulis

ditulis
ditulis




G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

ditulis
ditulis
ditulis

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

ditulis
ditulis

2. Biladiikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el)

nya.

ditulis
ditulis

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis
ditulis

J.  Pengecualian

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada:
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Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis,
mazhab, syariat, lafaz.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan
oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat untuk mengatur hubungan dan kepentingan manusia. Ketika
manusia, dengan segala karakteristiknya, berubah seiring waktu, maka hukum pun
mengiringinya. Pengakomodiran hukum ini semata untuk mempertahankan posisinya
sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum
yang menjalankan dua fungsi dasar, yaitu sebagai social control (sarana pengendali
masyarakat) dan social engineering (institusi untuk mengubah perilaku masyarakat)®.
Bukan hanya sebagai fungsi hukum, tapi dua hal ini juga dijadikan sebagai tolak ukur
keefektifan sebuah hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang efektif dan ideal adalah putusan yang
memuat ide desrecht, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian
hukum (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit).> Masing-masing tujuan

ini memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu konstruksi hukum. Kepastian

! Roger Cotterel, Sosiologi Hukum, alih bahasa oleh Nurdia Yusron (Bandung: Nusa media,
2012) him. 63-96; Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1988)
hlm. 107-125; dan Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Filsafat Teori dan IImu Hukum:
Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
him. 364-367.

2 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakatra: Universitas Atmajaya, 2011), him 23.
1



hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada
tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus
oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada
(living law).

Sejalan dengan hal ini, Sudikno Mertokusumo menyebutkan ketiga unsur
tersebut,* harus ada dalam putusan secara proporsional. Akan tetapi, di dalam
prakteknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu. Faktanya, mutu
putusan berbanding lurus dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum atau ijtihad
yang dilakukannya. Jadi, dapat dikatan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hukum
yang digunakan hakim dalam menaganalisa perkara adalah cerminan dari idealnya
suatu hukum.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam
memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak
sepantasnya (proper), maka dapat dinilai apakah putusan itu tidak benar dan tidak
adil. Lebih dari itu, apakah putusan itu memenuhi nilai dasar hukum dan dapat
menjadi alat kontrol atau rekayasa sosial dan pengendali masyarakat. Putusan yang
baik adalah putusan yang mampu memberikan pertimbangan hukum (legal
reasoning) hasil penalaran mendalam dan memiliki argumentasi yuridis untuk

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kriteria ini bukan hanya berlaku pada sistem

® Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: Ull Press, 2012), him. 8.

* Sudikno Mertokusomo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, cet. ke-7 (Yogyakarta:
Liberty, 2009) him 92.



Eropa Kontinental saja, seperti Indonesia. Namun, pada sistem Anglo-Saxon juga
meletakkan putusan sebagai wadah hakim melakukan analisis dan penggalian hukum
yang mendalam.

Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya menggunakan perundang-
undangan tapi juga pertimbangan yang berdasar pada dinamika masyarakat. Apa yang
terjadi di masyarakat mempengaruhi putusannya. Dalam lima tahun terakhir, terjadi
peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Y ogyakarta.
Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan
karena beberapa hal®, antara lain :

1. Kawin di luar nikah

2. Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis
dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama,

3. Hubungan kerja atau bisnis orang tua, sehingga anak menjadi korban kawin
paksa;

4. Pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat pada masa depannya.

Dalam teori hukum, dispensasi dimaknai sebagai keputusan administrasi
negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak
perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara

normal tidak diijinkan. Namun walaupun penyimpangan peraturan melalui dispensasi

® Faizin Anshory, Perkawinan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang, Skipsi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2005



dapat dibenarkan, penerapannya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar
tidak terjadi pertentangan antara pemberian dispensasi dengan tujuan dari peraturan
tersebut.

Pada hakekatnya praktek penyimpangan melalui dispensasi pada Pasal 7 ayat
(2) UU Perkawinan ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 yang
dikeluarkan oleh Committee on the Elimination of Discrimination against Woman,
yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan negara untuk memperbolehkan
perkawinan untuk dilakukan oleh pihak di bawah umur seharusnya dilarang, termasuk
juga tindakan pemberian ijin. Namun, pada rekomendasi yang sama juga dibuka
peluang dalam keadaan luar biasa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan
melalui ketetapan pengadilan dan hanya apabila hal tersebut merupakan untuk
kepentingan terbaik untuk calon mempelai di bawah umur tersebut.

Patut diketahui, inkonsistensi tujuan ditentukannya batas usia minimal pada
Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dengan dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU
Perkawinan tidak terlepas dari benturan kepentingan beberapa kelompok pada saat
perumusan UU Perkawinan itu sendiri. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam
dikatakan dispensasi dapat diberikan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah
tangga.Tidak jelas pada kriteria kemaslahatan rumah tangga yang dimaksud, siapa
yang menentukan kemaslahatan suatu rumah tangga, dan apakah anak yang menjadi
mempelai pada perkawinan tersebut mengeri konsep kemaslahatan yang dimaksud.

Penulis mencatat masih ada beberapa hal penting dan krusial terkait perkara

dispensasi nikah yang belum dikaji secara mendalam. Salah satunya adalah nilai dan



tujuan hukum yang menjadi muara dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang
digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Selama ini, pertimbangann hukum
dispensasi nikah tidak banyak dikaji secara komperhensif. Padahal, pertimbangan
hukum ini penting dan harus diperhatikan untuk menjaga tujuan dan nilaia hukum
dalam putusan hukum yang pada akhirnya, hukum berjalan secara efektif.
Bagaimanapun juga pertimbangan hukum dalam sebuah putusan memiliki posisi
yang urgen dan hakim memiliki alasan dalam pengambilan atau pengunaannya.
Terlebih lagi, jika terjadi peningkatan jumlah permohonan. Dari sini timbul
pertanyaan apakah putusan tentang dispensasi nikah tidak memberikan efek jera?
Apakah putusan itu sudah tercakup 3 nilai hukum Apakah fungsi hukum tidak
terlaksana dengan baik jika dilihat dari adanya peningkatan jumlah perkaara

permohonan dispensai nikah?

. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan
diteliti adalah sebagai berikut:
1. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penetapan
dispensasi nikah?
2. Bagaimana konstruksi filosofis pertimbangan hukum dalam penetapan
dispensasi nikah?

3. Bagaimana eksistensi nilai hukum dalam penetapan dispensasi nikah?



C. Tujuan Penelitian

1.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :
Mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan
dispensai nikah.

Mengetahui dan menjelaskan lebih dalam mengenai konstruksi filosofis
pertimbangan hkum dalam penetapan dispensasi nikah.

Melihat dan menguiji eksistensi nilai hukum dalam penetapan dispensasi nikah.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah, lazimnya memiliki manfaat yang bersifat futuristik

dan bukan tertuju pada personal semata, namun juga bersifat kelembagaan.® Penulis

memproyeksikan penelitian akan memberikan sejumlah manfaat, yaitu:

1.

Manfaat teoritis-akademis (keilmuan)

Pada dasarnya, suatu kajian ilmu tidak menuntut adanya ketuntasan
pembahasan. Kesadaran ini timbul karena sebuah pemikiran akan senantiasa
berkembang sesuai dengan situasi yang mempengaruhi pemikiran tersebut.
Karenanya, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan mengenai

eksistensi dan resistensi nilai hukum dalam putusan. Selain itu, juga memberikan

® Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif

(Jakarta: Erlangga, 2009) him. 50-52.



sumbangan pemikiran tentang pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam
putusan.
2. Manfaat praktis (masyarakat)

Problematika putusan hakim merupakan hal yang selalu menarik dan
perlu untuk dikaji. Putusan yang seakan terlalu kaku dengan format yang tidak
berubah seringkali membuat penalaran hukum memiliki tempat yang terbatas.
Demi rasa keadilan hukum yang membawa kebaikan yang sebesar-besarnya pada
masyarakat, maka perlu adanya pembahasan dan penelitian ilmiah mengenai hal
ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi
pemikiran kepada para praktisi sebagai uji akademis pada bidang hukum dan
memberikan gambaran jelas tentang hukum yang hidup melalui putusan dengan
fungsinya sebagai social control dan social engineering kepada masyarakat,

khususnya pada ilmuan dan khalayak yang membaca penelitian ini

E. Kajian Pustaka
Telah banyak penelitian yang membahas tentang pertimbngan hukum dalam
putusan dispensasi nikah. Mengenai studi putusan juga bukan hal yang baru dalam
kajian bidang hukum keluarga. Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa penelitian
dan tulisan, yang setidaknya, paling dekat dengan penelitian yang akan penulis
lakukan. Diantaranya adalah:
Pertama, skripsi Hendra Fahrudi Amin yang berjudul “Pertimbangan Hukum

Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon



Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”" Skripsi ini ingin menjawab dua pertanyaan
pokok sebagai fokus kajiannya, yaitu mengenai dasar hukum pertimbangan Hakim
dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini di kota
Yogyakarta tahun 2007-2009 dan aspek tinjauan Hukum Islam tentang perkara
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Y ogyakarta tahun 2007-2009.

Penelitian ini bersifat literal (library research) yaitu suatu penelitian dengan
cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari
berbagai sumber tertulis. Menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan
dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Penelitian ini
didukung oleh penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang memusatkan
obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Yogyakarta berupa pengumpulan data
penetapan dispensasi nikah untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab
persoalan yang dirumuskan, yaitu dasar hukum pertimbangan Hakim dalam
menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini di Kota
Yogyakarta dan tinjauan Hukum Islam mengenai masalah dispensasi nikah dengan
menggunakan pendekatan yurisdis dan normatif.

Penelitian ini berakhir dengan temuan penelitian yang menyimpulkan bahwa
dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta secara yurisdis adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

’ Hendra Fahrudi Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan
Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”, skripsi
(Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010)



Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila
pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
tahun. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam hal
tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. secara yurisdisadalah untuk
kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari
pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kaidah Ushul
Figh menjelaskan dalam teori al-Maslahah al-Mursalah menetapkan ketentuan-
ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an dan al-Hadis
karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat,
dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Selain itu dikarenakan
dari pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, dan kawin hamil ini
diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan
Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam. Orang tua atau walinya
mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir tergelincir
berbuat dosa dan melanggar peraturan Perundang-undangn dan Hukum Islam.
Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu Majelis
Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan dispensasi
nikahnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian akan diteliti oleh penulis teretak
pada fokus kajiannya, yaitu mengkaji pertimbangan hukum yanag igunakan hakim

dalam penetapan disensasi nikah. Namun dalam penelitian ini, penulis akan
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mengkajinya dari segi filosofis sehingga metode analisis yang digunakan pun
berbeda. Kajian filosofis ini akan memetakan pertimbangan hakim untuk dinalisis
pemenuhan nilai hukum dalam putusan penetapan disepnsasi nikah Pengadilan
Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015.

Kedua, skripsi M. Husni yang berjudul “Alasan Permohonan Dispensasi
Nikah di Pengadilan agama Barabai Tahun 2012-2013”® meneliti alasan-alasan apa
saja para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Barabai disertai dengan mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim
menemukan hukum tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai tahun
2012-2013.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama
Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan
dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Dokumentasi. Dari hasil penelitian
tersebut, peneliti mengambil sampel 10 penetapan dari 55 penetapan dispensasi nikah
yang terjadi di Pengadilan Agama Barabai, 5 di tahun 2012 dan 5 ditahun 2013. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap
dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga
Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum

Islam apabila tidak segera dinikahkan. Tentang pertimbangan hukumnya: Anak

® M. Husni, “Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan agama Barabai Tahun
2012-2013” skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2014)
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Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan
kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur
minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku. Menurut analisis penulis tentang alasan-alasan permohonan dispensasi nikah
di Pengadilan Agama Barabai tahun 2012-2013 Hakim kurang sempurna alam
menetapkan hukum karena hanya mempertimbangkan sebagian alasan-alasan yang
diajukan oleh pemohon. Seharusnya Hakim Pengadilan Agama Barabai
mempertimbangkan semua alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon agar
penetapan tersebut terlihan sempurna hukumnya.

Berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Penulis menggunakan
pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan penetapan dispensasi
nikah untuk kemudian meneliti nilai-nilai hukum yang berada dalam putusan itu,
bukan dalam kaitan mencari alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Hakim
diposisikan sebagai pelaku social control dan social engineer melalui putusan yang
dibuatnya. Penelitian M. Husni yang berfokus pada deskripsi alasan pemohon dan
metode hakim dalam penemuan hukum ini akan bermuara pada analisis kejelian
hakim dalam mempertimbangkan alasan pemohon. Sedangkan penulis menjadikan
penelitian ini bermuara pada analisis filosofis pertimbangan hukum yang digunakan
oleh hakim. Melalui pertimbangan yang digunakan, hakim harus memasukkan nilai-
nilai kedilan, kemnafaatan dan kepastian hukum dalam putusannya guna menciptakan

putusan yang baik.
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Ketiga, tesis Meylissabet dengan judul “Praktek dispensasi nikah karena
hamil di pengadilan agama se-DIY (studi sikap-sikap hakim pengadilan agama se-
DIY)”® Tesis ini meneliti tentang sikap para hakim dalam memutus perkara
penetapan dispensasi nikah karena hamil dengan menggunakan teori Adonis tentang
klasifikasi watak. Tesis yang bersifat field research ini menyimpulkan bahwa para
hakim sepakat adanya aturan dispensasi nikah hanya sekedar pengecualian dalam
kasus-kasus tertentu. Hal ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-
undang perlindungan anak, jika kedua belah pihak yang mengajukan dispensasi tidak
merasa haknya terampas dan didiskriminasi. Aturan dispensasi nikah dala UUP
dimaksudkan untuk melindungi anak yang sedang hamil, sekaligus anak yang ada
dalam kandungan, serta meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang
lebi besar dikemudian hari. Selain itu, ada tujuh solusi yang ditawarkan hakim untuk
menekan tingginya dispensasi nikah karena hamil, yaitu peran dan kontrol oranag tua
terhadap kehidupan sehari-hari anak, pemantapan keimana sejak dini, peran sekolah,
kepedulian lingkungan sekitar, penertiban media-media sosial dan tempat umum,
peningkatan kepeduian aparat pemerintah terhadap moral para remaja, dan
peningkatan penyuluhan tentang sex bebas, pernikahan dini dan resikonya dengan

beraneka ragam cara penyampaiannya.

® Meylissabet, “Praktek dispensasi nikah karena hamil di pengadilan agama se-DIY (studi sikap-sikap
hakim pengadilan agama se-DIY) ' Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)
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Meski ada persamaan dalam objek penelitian, aitu penetapan dispensasi nikah,
namun fokus yang dimiliki penelitian ini berbeda. Penelitian yang penulis lakukan
lebih  memfokuskan pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam
penetapan dispensasi nikah, konstruk filosofiyangdigunakan hakim dalam
penggunaan asas dan pertimbangan hukum, dan pemenuhan nilai hukum dalam
penetapan dispensasi nikah tersebut. Peneliti melihat hal ini penting untuk dikaji
sebagai penyempurna dari tesis yang ditulis oleh Melissabet.

Keempat, tulisan Fence M. Wantu yang berjudul “Mewujudkan Kepastian
Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”°
Tulisan ini bersumber dari disertasi yang diujikan oleh Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada tahun 2011. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan sepenuhnya dapat diwujudkan dalam putusan
hakim di peradilan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis
normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das
sollen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang di

hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan

manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada.

9 Fence M. Wantu yang berjudul “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan
dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata” dalam https://www.academia.edu/ diakses pada 25
Desember 2016.


https://www.academia.edu/
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Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus
mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-
kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan
pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup
dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.
Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.

Idealnya, putusan hakim di pengadilan mengandung aspek kepastian hukum,
keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk
mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan
keadilan biasanya saling bertentangan.Seorang hakim, mengansuatu pertimbangan
hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan
kepastian hukum, dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas
kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, di mana
hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat.
Hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia. Penekanan pada asas
kepastian hukum, mengakibatkan hakim lebih cenderung mempertahankan norma-
norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan
ditegakkan demi kepastian hukum.

Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung menekankan kepastian hukum
yaitu hakim akan mengalami kebuntuan manakala ketentuan ketentuan tertulis tidak
dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam situasi demikian,hakim harus

menemukan untuk mengisi kokosongan hukum. Penekanan yang lebih cenderung
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kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di
masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak
tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu
mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan
ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung asas
kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah
untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna unuk
manusia atau orang banyak.

Ada perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang akan penulis
lakukan dengan penelitian ini. Penelitian ini menitik beratkan pada nilai-nilai dasar
hukum dalam putusan dispensai nikah. Nilai-nilai itu dilihat dari pertimbangan
hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara permohonan dispensasi nikah.
Kemudian pertimbangan itu akan dianalisis dan dilihat bangunan filosofisnya dengan
salah satu aliran filsafat hukum, yaitu socio-jurisprudence. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dan merupakan kajian pustaka (library research) dengan
mengumpulkan pertimbanagn hukum yang digunakan hakim dalam putusan perkara
permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kurun waktu

2010-2015.

. Kerangka Teoretik
Penelitian ini mencoba untuk melihat eksistensi nilai hukum dalam

pertimbangan hukum atau argumen hukum putusan dispensasi nikah dari sisi
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filsafat/sosiologis hukum. Tujuannya adalah melihat secara lebih jelas dan menguiji
putusan dispensasi nikah sebagai social control terhadap perikahan anak dibawah
umur dan fenomena nikah hamil.

Hakikat, tujuan, dan fungsi hukum bisa beragam tergantung perspektif yang
digunakan. Jika menggunakan perspektif filsafat, maka yang lebig dikaji scara detai
adalah makna dan nilai-nilainya. Filsafat nerusaha menjaab pertanyaan tentag asal
mula, sifat dasar, erta tujuan sesuatu.. dengan kata lain, filsaat berusaha memberikan
pemahaman (understanding) dan kebijaksanaan (wisdom).*

Pada dasarnya, filsafat memilki makna yang beragam.> Namun yang
ditegaskan dalam penelitian ini adalah filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan
mengenai hakikat, sebab, asal, dan tujuan. Filsafat digunakan sebagai metode berfikir
mendalam, argumentatif, teliti, sesuai dengan karakternya yang memikirkan sesuatu
secara menalam hingga direloeh kejelasan.*®

Tujuan befikir secara filosofis adalaha agar pemikiran dan proses pemahaman
dilakukan dengan tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Karena itu, terdapat

syarat-syaraut tertentu yang harus dipenuhi, yaitu sisteati, konsepsional, koheren,

' Ali Mudhofir, “Pengenalan Filsafat” dalam Tim Dosen Filsafat llmu Fakultas Filsafat
UGM, Filsafat llmu (Yogyakarta: Liberty, 2001) him. 7.

2 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) him. 6.

B3 Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2011) him. 8.
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rasional, sinoptik, dan mengarah pada pandangan dunia.** Kemudian pada akhirnya
filsafat menadi kesimpulan yang benar dalam titik tertentu namun dapat berubah
pada titik atau situasi yang lain. Terlihat bahwa filsafat memberikan jaaban yang
tidak abadi dan tidak pernah beraakhir. > konsekuensinya, pemikiran baru akan selalu
berkembang dan berubah.

Filsafat hukum addalah cabang dari kajian filsafat. Filsafat hukum
mempelajari hakikat hukum dan hukum secara filosofis. Jika dirumuskan degan
pertayaan, maka filsafat hukum berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan,
yaitu: apa, mengapa, dan bagaimana hukum itu? Apa yang menjadi objek telaah
hukum? Bagaimana daya tangkap hukum tersebut dengan daya tangkap atau terima
masyarakat? Bagaimana proses pengetahuan hukum diperoleh? Bagaimana
prosedurnya? Apa yang dilakukan untuk memperoleh hukum yang benar? Apa yang
dimaksud dengan kebenaran menurut hukum? Serta bagaimana hubungan atau
relevansi cara penerapan hukum dengan kaidah moral dan agama?*®

Secara sederhananya, jika dimasukkan dalam 3 kajian pokok filsafat, maka
akan dikelompokkan menjadi lebih jelas. Ontologi akan mengkaji tentang hakikat

hukum, epistimologi akan menjaab pertanyaan seputar prosedur perolehan hukum

dan pengetahuan hukum, tentang perolehan kebenaran, dan teknik mendapat

4 Asmoro Ahmadi, Filsafat Umum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) him. 5-7.

> Darji Darmonodihajo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) him. 3.

1® Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsaat dan Etika (Jakarta: Kencana, 2010) him. 55-56.
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kbenaran perspektif hukum. Sedangkan aksiologi hukum akan menerangkan dan
menegakan tujuan dan penggunaan hukum. Tiga aspek filsafat hukum inilah yang
akan digunakan untuk mengkaji nilai hukum dalam pertimbangan hukum perkara
putusan dispensasi nikah ini.

Namun, karena penelitian ini akan lebih menitik beratkan pada nilai hukum
yang terkandung dalam pertimbangan hakim pada putusan, maka dibutuhkan teori
lain sebagai landasan untuk mengambarkan, menganalisis, memetakan dan
menyimpulkan bentuk persis prtimbangan hukum tersebut. Dalam ranah filsafat
hukum, teori tersebut dikenal dengan penalaran hukum atau argumentasi yuridis
(legal reasoning)'’. Penalaran huum selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum,
salah satunya adalah Sociological Jurisprudence.

Model penalaran ini mengindentifikasi hukum sebagai putusan hakin in-
concreto.”® Dengan kata lain, hakim adalah pembuat hukum. Dalam menyelesaikan
kasus konkret, pola penalaran hakim dengan memadukan dua pendekatan bersamaan,
yaiu kombinasi antara sudut empirisme dan sudut rasionalisme di sisi yang lain.
Aspek aksiologis dari penalaran ini menunjukkan adanya hukum yang lebih menitik
beratkan pada nilai kemanfaatan dan kepastian selain itu, penalaran ini selau berusaha
menyelaraskan hukum yang hidup di masyaarakat dengan norma positif. Hal ini

mempertegas perbedaan antara kajian filsafat hukum dan sosiologi hukum. Socio-

7 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2013) him. 9.

18 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, him. 215.
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jurisprudence mempelajarai pengaruh timbal bail antara hkum dan masyarakat.
Pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum
mmpelajari sejauh mana pengaruh masyarakat terhadap hukum. Dengan kata lain,
pendekatannya bermula dari masyarakat menuju hukum.

Ada kebenaran dalam realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum bukan selalu apa yang datang dari sisi
hakim, tapi juga merupakan pengalaman dan pemahaman subyektif dari kaum awam
atau masyarakat.® Disinilah penalaran hukum mutlak diperlukan dan efeknya
berimbas pada pertimbangan hukum yang ada dalam putusan. Ada 3 langkah
penalaran hukum yang harus dilakukan dalam mengadili perkara®, yaitu:

1. Menemukan hukum. Langkah ini meliputi, mementukan kaidah yang akan
digunakan, baik yang ada dalam sistem hukum, undang-undang maupun yang
lainnya.

2. Menasirkan kaidah yang dipilih. Yaitu menentukan makna kaidah sesuai
dengan awal kaidah itu dibentuk, sifat dan luas cakupan kaidah tersebut.

3. Menerapkan kaidah yag telah ditetapkan dan ditafsirkan itu dalam perkara.
Selama ini yang terjadi, para penegak dan aktor hukum, seperti hakim,

advotad dan jaksa melihat perkara hanya terbatas pada objek perkara. Padahal untuk

menajamkan makna keadilan dan menerapkan dua nilai hukum yang lain —

9 Bernard L. Tanya, Hukum dalam ruang sosial (Surabaya: Srikandi, 2006) him. 31.
? Roscoe Pond, Pengantar Filsafat Hukum (Jakarta: Baratha, 2006) him. 52.
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kemanfaatan dan kepastian- diperlukan tindakan untuk meletakkan objek hukum
sebagai pintu masuk dalam mengkaji perkara. Hal ini terlihat pada format putusan
yang selama ini tidak mengalami perubahan dan mungkin putusan sudah merasa pada
titik nyaman dengan aturan baku yang ditetapkan dalam buku.

Putusan hakim dikatakan baik jika tiga nilai dasar dalam hukum dapat
terpenuhi. Tiga nilai yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch, terdiri dari: nilai
keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan.

A. Nilai kepastian hukum

Kepastian atau legalitas hukum menjamin fungsi hukum sebagai
peraturan yang harus ditaati.** Hukum dipandang sebagai komando atau perintah
yang harus ditaati oleh setiap orang. Putusan hakim termasuk didalamnya, yaitu
sebagai hukum yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berperkara. Sehingga
dalam operasionalnya, tugas pokok penegakan hukum adalah menerapkan hukum
sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, posisi hakim adalah
sebagai corong undang-undang. Hakim harus mencantumkan dasar-dasar hukum
untuk menjadi pertimbangan hukum dalam untuk menjadi dasar putusan perkara

tersebut.

%! Theo Huijber, Pengantar Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1992) him. 164.
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B. Nilai kemanfaatan

Nilai ini sesuai dengan pandangan dalan aliran utilitarianisme. Aliran ini
memandang hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang-
orang. Sejalan dengan ini, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa karena
hukum dibuat untuk masyarakat, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus
memberikan manaan dan kegunaan bagi masyarakat. Bukan malah sebaliknya,
hukum menjadi keresahan bagi masyarakat.”* Selain itu, kemanfaatan adalah
tujuan dari keadilan yang akan menentukan isi hukum. Hukum dipandang adil
ketika memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia.?

Hukum dalam bentuk putusan hukum, ada dua dimensi kemanfaatan yang
bisa kita lihat. Pertama, kemanfaatan yang ditujukan dan dirasakan oleh
masyarakat luas. Adanya putusan hakim akan memberikan kepuasan kepada
masyarakat terkait pentingnya eksistensi penegakan hukum melalui putusan
hakim. Kedua, kemanfaatan yang dirasa setelah adanya putusan tersebut oleh
pihak yang berperkara. Putusan hakim akan memberikan efek jera dan peringatan
terhadap masyarakat untuk tidak melanggar hukum. Ini sesuai dengan tujuan

hukum sebagai sosial control dan social engineering. Tanpa adanya nilai

%2 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1999) him 113.

% Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti
dan Konsorsium IImu Hukum) him. 2.
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kemanfataan, hakim akan memutus dengan sewenang-wenang dan tidak

perhatikan dinamika masyarakat.?*

C. Nilai Keadilan

Aristoteles memperkenalkan dua macam keadilan, yaitu keadilan
distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang
diberikan pada stiap orang sesuai dengan jatahnya. Sedangkan keadilan
komulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyak dan
tidak memandang hal lain.® Dalam rangka memberikan keadilan ini, hakim
sebagai penegak hukum memberikan keadilan melalui putusannya. Terkait hal
ini, hakim memiliki dua tugas pokok dalam memutuskan perkara, yaitu memutus
sesuai undnag-undang (rechtsbewegung) dan melakukan penalaran dan
penemuan hukum dengan penalaran dan penggalian hukum yang mendalam
(rechtsvinding). Meskipun penemuan hukum adalah tugas dan kewajiban hakim,
tapi ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Yang sering terjadi, hakim atau
petugas hukum lainnya lebih menitik beratkan pada peraturan (rule of law)

daripada menyelesaikannya dengan benar dan adil.®

% Satjipto Raharjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003) him. 229.
% Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum (Jakarta: Iblam, 2006) him. 12.

% Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum; dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas
Makna (Bandung: Reika Aditama, 2005) him. 142.
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G. Metode Penelitian

1.

Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau
menyajikan data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu?’ dan
telaah®® karena dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teori yang ada
sebagai bahan penjelas. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci
dan sistematis mengenai nilai hukum yang ada dalam putusan dengan melihat
pertimbangan hakim tentang perkara dispensasi nikah. Secara spesifik lagi, jenis
penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang
menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan
pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku , jurnal, dan
dokumen lainnya®® yang terkait dengan fokus kajiannya, yaitu nilai hukum dalam

pertimbangan hukum yang ada dalam putusan dispensasi nikah.

Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

filsafat hukum yang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-

%" saipudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) him. 126.

% Sujana Surapnata, Analisis, Validitas, Realibilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi

Kurikulum 2004 (Bandung: Rosdakarya, 2004) him. 1-2.

# Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya llimiah

(Yogyakarta: IKFA, 1998) him. 26.
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bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (legal

decision making) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.

3. Sumber data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber data primer
Terdapat 200 Putusan pengadilan Agama Yogyakarta sejak tahun 2010
hingga 2015 menjadi data primer dalam penelitian ini. Pemilihan ini dirasa
cukup ideal untuk menggambarkan dan menjawab permasalahan dalam
penelitian ini karena terjadi peningkataan yang signifikan perkara penetapan

dispensasi nikah saat itu.

b. Sumber data sekunder
Sebagai data penunjang, penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiyah,
dan dokumen lainnya yang berkaitan dan menunjang keberhasilan penelitian
ini.
4. Teknik analisis data
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan

menyusun dan menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analitis.*

% J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta:
PT. Grasindo, 2010) him. 122
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Yaitu dimulai dengan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya
dalam unit terkecil, mencari pola dan tema-tema yang sama dimana proses
analisis dan upaya penafsiran memiliki porsi yang seimbang.

Data yang diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa
yang selanjutya dianalisa dan diinterpretasi dengan obyek penelitian.** Dengan
menggunakan metode analisis ini, data yang diperoleh akan diringkas dalam
bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga permasalahan dalam penelitian ini

akan diperoleh benang merah yang mudah untuk dipelajari dan disimpulkan.®

5. Sistematika pembahasan
Guna mempermudah dan membantu penulis dalam menemukan hasil
penelitian dan menjadikan pembahasan lebih sistematis, mudah dan terarah,
maka penulis mmbuat sistematika pemabahsan yang terdiri dari lima bab sebagai
berikut:
Bab | Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang
mendeskripsikan alasan penting penelitian perlu dilakukan. Setelah itu, rumusan

masalah yang menjadikan penelitian ini lebih sistematis dan terarah. Kemudian,

%! Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian llmiah (Bandung: Tasito, 1994) him. 139.

% Moh. Kasiram, Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan
Penguasaan Meotodologi Penelitian (Malang: UIN Maliki Press, 2010) him. 120.
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penulis menyertakan tujuan dan manfaat penelitian sebagai deskripsi proyeksi
penelitian ini juga hasil yang hendak dituju setelah penelitian ini selesai, baik
manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Bab ini juga memaparkan
kerangka teori untuk membandingannya dengan penelitian sebelumnya sekaligus
menguji kebaruan penelitian ini, landasan teori yang akan dipakai sebagai pisau
analisis, telaah pustaka, dan metodologi penelitian agar penelitian ini berjalan
sistematis.

Bab Il akan memberikan gambaran tentang tinjauan umum tentang nilai
hukum dan pertimbangan hukum (legal reasoning). Secara rinci, bab ini akan
menjelaskan tentang nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian.

Bab Il akan memaparkan pengertian dispenasasi nikah dan dasar
hukumnya juga tentang pertimbangan-pertimbangan hUkum yang digunakan
hakim dalam memutus perkara permohonan dispenasi nikah.

Bab IV analisis nilai hukum dalam putusan dispensasi nikah melalui
pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan perkara
tersebut. Bab ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim
dalam perkara dispensasi nikah, bagaimana konstruksi filosofis pertimbangn
hukum dalam perkara penetapan dispensasi nikah, dan bagaimana eksistensi nilai
hukum dalam penetapan dispensasi nikah menggunakan teori dalam salah satu

aliran filsafat hukum yaitu social jurisprudence.
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Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan penutup. Memaparkan
jawaban dari rumusan masalah dan ditutup dengan saran konstruktif untuk

pengembangan penelitian selanutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menggunakan beberapa asas
dan tidak terpaku pada satu asas saja. Pada seiap perkara secara kasuistik hakim dapat
saja berubah dari satu asas ke asas yang lain. Penggunaan asas-asas ini melalui
pertimbangan hukum dan nalar yang baik sehingga pondasi dasar hukum yang
dibangun untuk membuat putusan kuat. Degan demikian, kualitas putusan dapat
dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Berdasarkan data dan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam membuat putusan dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim
menggunakan beberapa pertimbangan hukum, baik dari pertimbangan hukum
yang berasal dari aturan tertulis, perundang-undangan maupun pertimbangan di
luar dari perundang-undangan. Dari 200 penetapan, seluruhnya mencatumkan
pertimbangan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI,
dan Undang-undang Perlindungan Anak. Disamping itu hakim juga

menggunakan kaidah fikih dan beberapa aturan dalam kitab figqih ulama’

119
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madzhab dalam menentukan kebolehan nikah dan tolak ukur mahlahat yang akan
dicapai.
Konstuksi nilai filosofis yang dibangun hakim dalam penetapan dispensasi,
dibentuk dengan perumusan seperti ini:
a. Kepastian hukum dirumuskan sebagai :
1) Adanya kejelasan hukum, artinya putusan dapat dimengerti dan mungkin
untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan dalam perkara
2) Aturan hukum yang digunakan tidka bertentangan dengan aturan lain
3) Adanya pengakuan secara prinsipil terhadap aturan —aturan hukum
4) Kepastian hukum dalam putusan pengadian ditandai dengan kemandirian
hukum dan tidka memihak dalam menerapkan aturan hukum
b. Kriteria keadilan dirumuskan sebagai:
1) Adanya persamaan kedudukan terhadap ak dan kewajiban
2) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan
dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan
3) Adanya pengakuan massyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan dalam
putusan.
c. Kiriteria kemanfaatan dirumuskan sebagai:
1) Adanya kebaikan yang dituju untuk pemohon setelah putusan tersebut
dihasilkan
2) Adanya kesuaian pertimbangan dan dasar hukum dengan tata moral

masayarakat
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3) Kemanfaatan dalam ptusan pengadilan ditandai dengan menghilangkan
kemudhalaran

3. Secara umum, pada penetapan dispensasi nikah, hakim sudah menunjukkan
adanya eksistensi nilai hukum. Hal ini ditunjukkan oleh pertimbangan-
pertimbangan yang digunakan hakim untuk mengabulkan dan menolak
permohonan ini. Terhadap nilai kepasian hukum, hakim cenderung
mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.
Terhadap nilai keadilan, hakim mempertimbangakan hukum yang hidup dalam
masyarakat, yang terdiri dari hukum kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak
tertulis. Alasn dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim harus mampu
mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat. Terhadap nilai
kemanfaatan, hakim lebih cenderung  memberi penekanan pada aspek
mashlahah, yaitu menjaga dari kemungkinan zina dan menyelamatkan nasab

anak dan statusnya nanti

B. Saran
1. Hakim diharapkan untuk meyempurnakan pertimbangan hukum di setiap
penetapan. Tujuannya, agar pemohon bahkan masyarakat mengetahui tujuan
dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah. Dari sisi kepastian
hukum, kesempurnaan pertimbangan hukum dalam putusan akan memberikan
pengakuan masyarakat secara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum dan

menunjukkan baha aturan hukum tidak bertentangan dengan aturan lain dan
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hukum moral yang ada dalam masyarakat. Dari aspek kemanfaatan, yang
bersangkutan akan mengetahui apa manfaat yang dituju oleh hakim dalam
pengabulan atau penolakan permohonan. Selain itu, hal ini juga akan memenuhi
nilai keadilan dengan ditunjukkannya kesesuaian penerapan undang-undang dan
rumusan pertimbangan hakim dengan maksud dan tujuan pemohon, sehingga
putusan hakim ini akan membuahkan pengakuan dari masyarakat sebagai hukum
yang hidup dan sesuai dengan kebutuhan masayrakat.
. Pemaknaan kepastian hukum harus perlu rekonstruksi ulang karena selama ini
kepastian hukum cenderung dimaknai sebagai status quo, suatu keadaan yang
sudah menetap dan cenderung dipertahankan untuk menjaga kestabilan suatu
aturan.

. Hakim diharapkan untuk tidak hanya mengacu pada hukum positif yang hanya
bersifat formalistik, tanpa menafikan atau mengenyampingkan hukum materiil dan
hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai kemanfaatan dan hukum
melakukan fungsinya sebagai social engeenering dan social control. Ini juga akan
menekan jumlah permohonan dispensasi nikah dan pernikahan dibawah usia
karena selain kontrol dari masyarakat, hukum —baik melalui aturan dan putusan
hakim- juga berperan aktif dalam membentuk perilaku masyarakat ke arah yang
positif.

. Dalam hal keadilan, putusan harus memenui keadilan formil, keadilan materiil
yang berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam

memberikan suatu putusan (substansi putusan), dan keadilan etika yang didasari
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oleh aspek psikologis dan moral hakim yang ada dalam pedoman perilaku dan
kode etik hakim.

. Hakim diharapkan memenuhi nilai-nilai hukum dalam putusannya. Pemenuhan
nilai hukum ini dapat terlihat dari pemilihan pertimbangan hukum yang digunakan
hakim dalam memutus perkara.

. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa pertimbangan hukum
dalam putusan dapat mempengaruhi hukum yang beraku di masyrakat, maka
Hakim mempertahankan eksistensi perannya yang sangat kuat dan penting dalam
mengarahkan hukum sebagai social control dan social engineering melalui

pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusannya.
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Lampiran 11
DAFTAR PUTUSAN

Daftar penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015

a. Dispensasi nikah karena hamil

01/Pdt.P/2010/PA.Yk 08/Pdt.P/2012/PA.YK 47/Pdt.P/2013/PA.Yk
02/Pdt.P/2010/PA.Yk 09/Pdt.P/2012/PA.YK 49/Pdt.P/2013/PA.Yk
04/Pdt.P/2010/PA.Yk 11/Pdt.P/2012/PA.YK 53/Pdt.P/2013/PA.YK
06/Pdt.P/2010/PA.Yk 12/Pdt.P/2012/PA.YK 56/Pdt.P/2013/PA.YK
07/Pdt.P/2010/PA.Yk 14/Pdt.P/2012/PA.YK 61/Pdt.P/2013/PA.YK
08/Pdt.P/2010/PA.Yk 15/Pdt.P/2012/PA.YK 62/Pdt.P/2013/PA.YK
11/Pdt.P/2010/PA.YK 16/Pdt.P/2012/PA.YK 63/Pdt.P/2013/PA.YK
15/Pdt.P/2010/PA.YK 17/Pdt.P/2012/PA.YK 64/Pdt.P/2013/PA.YK
16/Pdt.P/2010/PA.YK 18/Pdt.P/2012/PA.YK 65/Pdt.P/2013/PA.YK
19/Pdt.P/2010/PA.YK 19/Pdt.P/2012/PA.YK 01/Pdt.P/2014/PA.YK
20/Pdt.P/2010/PA.YK 20/Pdt.P/2012/PA.YK 02/Pdt.P/2014/PA.YK
23/Pdt.P/2010/PA.YK 21/Pdt.P/2012/PA.YK 03/Pdt.P/2014/PA.YK
37/Pdt.P/2010/PA. Yk 23/Pdt.P/2012/PA.YK 16/Pdt.P/2014/PA.YK
38/Pdt.P/2010/PA.Yk 24/Pdt.P/2012/PA.YK 18/Pdt.P/2014/PA.YK
42/Pdt.P/2010/PA. Yk 27/Pdt.P/2012/PA.YK 21/Pdt.P/2014/PA.YK
43/Pdt.P/2010/PA. Yk 28/Pdt.P/2012/PA.YK 23/Pdt.P/2014/PA. YK
60/Pdt.P/2010/PA.YK 29/Pdt.P/2012/PA.YK 24/Pdt.P/2014/PA.YK
01/Pdt.P/2011/PA.Yk 30/Pdt.P/2012/PA. YK 25/Pdt.P/2014/PA.YK
03/Pdt.P/2011/PA.Yk 33/Pdt.P/2012/PA.YK 26/Pdt.P/2014/PA.YK
04/Pdt.P/2011/PA.Yk 36/Pdt.P/2012/PA.YK 27/Pdt.P/2014/PA.YK
05/Pdt.P/2011/PA.Yk 37/Pdt.P/2012/PA. YK 28/Pdt.P/2014/PA.YK
07/Pdt.P/2011/PA. YK 38/Pdt.P/2012/PA.YK 29/Pdt.P/2014/PA.YK
09/Pdt.P/2011/PA.Yk 39/Pdt.P/2012/PA. YK 35/Pdt.P/2014/PA. YK
10/Pdt.P/2011/PA.YK 41/Pdt.P/2012/PA.Yk 38/Pdt.P/2014/PA.YK
11/Pdt.P/2011/PA.YK 50/Pdt.P/2012/PA. YK 39/Pdt.P/2014/PA.YK
12/Pdt.P/2011/PA.YK 51/Pdt.P/2012/PA.YK 42/Pdt.P/2014/PA.Yk
13/Pdt.P/2011/PA.YK 52/Pdt.P/2012/PA.YK 43/Pdt.P/2014/PA.Yk
14/Pdt.P/2011/PA. YK 53/Pdt.P/2012/PA.YK 45/Pdt.P/2014/PA.YK
15/Pdt.P/2011/PA.YK 54/Pdt.P/2012/PA.YK 46/Pdt.P/2014/PA.Yk
36/Pdt.P/2011/PA.YK 56/Pdt.P/2012/PA.YK 63/Pdt.P/2014/PA.YK
38/Pdt.P/2011/PA.YK 58/Pdt.P/2012/PA.YK 67/Pdt.P/2014/PA.YK
39/Pdt.P/2011/PA.YK 61/Pdt.P/2012/PA.YK 68/Pdt.P/2014/PA.YK
41/Pdt.P/2011/PA.YK 65/Pdt.P/2012/PA.YK 69/Pdt.P/2014/PA.YK
43/Pdt.P/2011/PA.YK 69/Pdt.P/2012/PA.YK 73/Pdt.P/2014/PA.YK




44/Pdt.P/2011/PA.YK 71/Pdt.P/2012/PA.Yk 74/Pdt.P/2014/PA.YkK
47/Pdt.P/2011/PA. Yk 73/Pdt.P/2012/PA.Yk 75/Pdt.P/2014/PA.Yk
48/Pdt.P/2011/PA.YK 75/Pdt.P/2012/PA.Yk 01/Pdt.P/2014/PA.Yk
50/Pdt.P/2011/PA.YK 76/Pdt.P/2012/PA.Yk 05/Pdt.P/2014/PA.Yk
53/Pdt.P/2011/PA.Yk 80/Pdt.P/2012/PA.Yk 06/Pdt.P/2014/PA.Yk
54/Pdt.P/2011/PA.YK 82/Pdt.P/2012/PA.Yk 01/Pdt.P/2014/PA.Yk
55/Pdt.P/2011/PA.Yk 01/Pdt.P/2013/PA.Yk 05/Pdt.P/2014/PA.Yk
56/Pdt.P/2011/PA.YK 03/Pdt.P/2013/PA.Yk 06/Pdt.P/2014/PA.Yk
57/Pdt.P/2011/PA.YkK 04/Pdt.P/2013/PA.Yk 09/Pdt.P/2014/PA.Yk
59/Pdt.P/2011/PA.Yk 05/Pdt.P/2013/PA.Yk 12/Pdt.P/2014/PA.Yk
61/Pdt.P/2011/PA.Yk 07/Pdt.P/2013/PA.Yk 13/Pdt.P/2014/PA.YK
63/Pdt.P/2011/PA.Yk 10/Pdt.P/2013/PA.Yk 14/Pdt.P/2014/PA.Yk
64/Pdt.P/2011/PA.Yk 13/Pdt.P/2013/PA.Yk 21/Pdt.P/2014/PA.Yk
67/Pdt.P/2011/PA.YkK 14/Pdt.P/2013/PA.Yk 23/Pdt.P/2014/PA.Yk
69/Pdt.P/2011/PA.Yk 15/Pdt.P/2013/PA.Yk 28/Pdt.P/2014/PA.Yk
70/Pdt.P/2011/PA.Yk 18/Pdt.P/2013/PA.YkK 29/Pdt.P/2014/PA.Yk
71/Pdt.P/2011/PA.Yk 20/Pdt.P/2013/PA.Yk 33/Pdt.P/2014/PA.Yk
72/Pdt.P/2011/PA.Yk 22/Pdt.P/2013/PA.Yk 35/Pdt.P/2014/PA.Yk
73/Pdt.P/2011/PA. Yk 23/Pdt.P/2013/PA.Yk 36/Pdt.P/2014/PA.Yk
76/Pdt.P/2011/PA.Yk 27/Pdt.P/2013/PA.Yk 39/Pdt.P/2014/PA.Yk
77/Pdt.P/2011/PA.YkK 28/Pdt.P/2013/PA.Yk 41/Pdt.P/2014/PA. YK
78/Pdt.P/2011/PA.Yk 30/Pdt.P/2013/PA.Yk 43/Pdt.P/2014/PA.YK
79/Pdt.P/2011/PA.Yk 33/Pdt.P/2013/PA.Yk 44/Pdt.P/2014/PA.YK
81/Pdt.P/2011/PA.Yk 35/Pdt.P/2013/PA.Yk 47/Pdt.P/2014/PA. YK
82/Pdt.P/2011/PA.Yk 36/Pdt.P/2013/PA.Yk 48/Pdt.P/2014/PA.YK
01/Pdt.P/2012/PA.Yk 37/Pdt.P/2013/PA.Yk 52/Pdt.P/2014/PA.Yk
02/Pdt.P/2012/PA.YK 38/Pdt.P/2013/PA.Yk 61/Pdt.P/2014/PA.Yk
03/Pdt.P/2012/PA.Yk 41/Pdt.P/2013/PA. Yk 62/Pdt.P/2014/PA.Yk
06/Pdt.P/2012/PA.Yk 43/Pdt.P/2013/PA. Yk 73/Pdt.P/2014/PA.Yk
07/Pdt.P/2012/PA.YK 45/Pdt.P/2013/PA.YK

b. Dispensasi nikah karena kekhawatiran orang tua

05/Pdt.P/2010/PA.Yk 34/Pdt.P/2012/PA.Yk 78/Pdt.P/2014/PA.Yk
09/Pdt.P/2010/PA.Yk 64/Pdt.P/2012/PA.Yk 27/Pdt.P/2015/PA.Yk
46/Pdt.P/2010/PA.Yk 67/Pdt.P/2012/PA.Yk 60/Pdt.P/2015/PA.Yk
31/Pdt.P/2012/PA.Yk 06/Pdt.P/2013/PA.Yk 67/Pdt.P/2015/PA.Yk
32/Pdt.P/2012/PA.Yk 24/Pdt.P/2013/PA.Yk




Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim
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6/Pdt.P/2010/PA.YK 20/Pdt.P/2010/PA.YK 72/Pdt.P/2011/PA.YK
9/Pdt.P/2010/PA.YK 46/Pdt.P/2010/PA.YK 54/Pdt.P/2011/PA.YK
11/Pdt.P/2010/PA.YK 7/Pdt.P/2011/PA.YK 7/Pdt.P/2012/PA.YK
15/Pdt.P/2010/PA.YK 12/Pdt.P/2011/PA.YK 23/Pdt.P/2012/PA.YK
16/Pdt.P/2010/PA.YK 55/Pdt.P/2011/PA.YK 29/Pdt.P/2012/PA.YK

. Kitab Al-Muhadzab fi Figh al-Syafi’i juz Il halaman 210

6/Pdt.P/2010/PA.YK 7/Pdt.P/2011/PA.YK 23/Pdt.P/2012/PA.YK
11/Pdt.P/2010/PA.YK 12/Pdt.P/2011/PA.YK 29/Pdt.P/2012/PA.YK
15/Pdt.P/2010/PA.YK 55/Pdt.P/2011/PA. YK 71/Pdt.P/2012/PA.YK
16/Pdt.P/2010/PA.YK 72/Pdt.P/2011/PA.YK 3/Pdt.P/2013/PA.YK

20/Pdt.P/2010/PA.YK 54/Pdt.P/2011/PA.YK 35/Pdt.P/2013/PA.YK
46/Pdt.P/2010/PA. YK 7/Pdt.P/2012/PA.YK 42/Pdt.P/2014/PA.YK

. Kitab Kifayatul Akhyar juz Il halaman 81
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1. 54/Pdt.P/2012/PA.YK
2. 1/Pdt.P/2013/PA.YK



. Kaidah fikih FLall Gl o piie auldl) ¢ s

109 putusan yang terdiri dari 6 putusan pada tahun 2010, 13 putusan pada
tahun 2011, 24 putusan pada tahun 2012, 26 putusan pada tahun 2013, 20 putusan
pada tahun 2014, 20 putusan pada tahun 2015

2/Pdt.P/2010/PA.YK 69/Pdt.P/2012/PA.YK 21/Pdt.P/2014/PA.YK
23/Pdt.P/2010/PA.YK 71/Pdt.P/2012/PA.YK 23/Pdt.P/2014/PA.YK
37/Pdt.P/2010/PA.YK 73/Pdt.P/2012/PA.YK 24/Pdt.P/2014/PA.YK
38/Pdt.P/2010/PA.YK 75/Pdt.P/2012/PA.YK 27/Pdt.P/2014/PA.YK
42/Pdt.P/2010/PA.YK 76/Pdt.P/2012/PA.YK 29/Pdt.P/2014/PA.YK
43/Pdt.P/2010/PA.YK 80/Pdt.P/2012/PA.YK 35/Pdt.P/2014/PA.YK
3/Pdt.P/2011/PA.YK 82/Pdt.P/2012/PA.YK 38/Pdt.P/2014/PA.YK
5/Pdt.P/2011/PA.YK 1/Pdt.P/2013/PA.YK 39/Pdt.P/2014/PA.YK
11/Pdt.P/2011/PA.YK 3/Pdt.P/2013/PA.YK 43/Pdt.P/2014/PA.YK
14/Pdt.P/2011/PA.YK 4/Pdt.P/2013/PA.YK 42/Pdt.P/2014/PA.YK
39/Pdt.P/2011/PA. YK 5/Pdt.P/2013/PA.YK 67/Pdt.P/2014/PA.YK
41/Pdt.P/2011/PA. YK 7/Pdt.P/2013/PA.YK 68/Pdt.P/2014/PA.YK
43/Pdt.P/2011/PA. YK 10/Pdt.P/2013/PA.YK 69/Pdt.P/2014/PA.YK
47/Pdt.P/2011/PA.YK 13/Pdt.P/2013/PA.YK 73/Pdt.P/2014/PA.YK
56/Pdt.P/2011/PA.YK 14/Pdt.P/2013/PA.YK 75/Pdt.P/2014/PA.YK
67/Pdt.P/2011/PA.YK 15/Pdt.P/2013/PA.YK 78/Pdt.P/2014/PA.YK
69/Pdt.P/2011/PA.YK 18/Pdt.P/2013/PA.YK 1/Pdt.P/2010/PA.YK

73/Pdt.P/2011/PA.YK 221/Pdt.P/2013/PA.YK 5/Pdt.P/2010/PA.YK

76/Pdt.P/2011/PA.YK 23/Pdt.P/2013/PA.YK 6/Pdt.P/2010/PA.YK

1/Pdt.P/2012/PA.YK 28/Pdt.P/2013/PA.YK 9/Pdt.P/2010/PA.YK

6/Pdt.P/2012/PA.YK 30/Pdt.P/2013/PA.YK 12/Pdt.P/2010/PA.YK
8/Pdt.P/2012/PA.YK 36/Pdt.P/2013/PA.YK 13/Pdt.P/2010/PA.YK
12/Pdt.P/2012/PA.YK 37/Pdt.P/2013/PA.YK 23/Pdt.P/2010/PA.YK
16/Pdt.P/2012/PA.YK 41/Pdt.P/2013/PA.YK 28/Pdt.P/2010/PA.YK
17/Pdt.P/2012/PA.YK 43/Pdt.P/2013/PA.YK 29/Pdt.P/2010/PA.YK
20/Pdt.P/2012/PA.YK 45/Pdt.P/2013/PA.YK 33/Pdt.P/2010/PA.YK
24/Pdt.P/2012/PA.YK 47/Pdt.P/2013/PA. YK 35/Pdt.P/2010/PA.YK
34/Pdt.P/2012/PA.YK 49/Pdt.P/2013/PA.YK 39/Pdt.P/2010/PA.YK
37/Pdt.P/2012/PA. YK 53/Pdt.P/2013/PA.YK 41/Pdt.P/2010/PA.YK
38/Pdt.P/2012/PA.YK 56/Pdt.P/2013/PA.YK 47/Pdt.P/2010/PA. YK
39/Pdt.P/2012/PA.YK 61/Pdt.P/2013/PA.YK 52/Pdt.P/2010/PA.YK
41/Pdt.P/2012/PA. YK 62/Pdt.P/2013/PA.YK 60/Pdt.P/2010/PA.YK
54/Pdt.P/2012/PA.YK 65/Pdt.P/2013/PA.YK 61/Pdt.P/2010/PA.YK




61/Pdt.PI2012/PA. YK 1/Pdt.P/2014/PA. YK 62/Pdt.P/2010/PA. YK
65/Pdt.P/2012/PA. YK 3/Pdt.P/2014/PA. YK 67/Pdt.P/2010/PA.YK
8/Pdt.P/2012/PA.YK 16/Pdt.P/2014/PA. YK 73/Pdt.P/2010/PA. YK
12/Pdt.P/2012/PA. YK 18/Pdt.P/2014/PA. YK

. Kaidah Aaladll 1o gie dae I e ale¥) o s
2/Pdt.P/2014/PA.YK 1/Pdt.P/2015/PA.YK 60/Pdt.P/2015/PA.YK
25/Pdt.P/2014/PA. YK 12/PdtP/2015/PA. YK
78/Pdt.PI2014/PA. YK 28/Pdt.PI2015/PA. YK

. Kaidah J\; 2!
63/Pdt.P/2014/PA. YK

. Faktor sosiologis. Kemungkinan ada penyematan dan pandangan negatif masyarakat

yang akan timbul.

Salah satu tujuan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah

untuk menghindari kemunkinan suara atau pandangan negatif masyarakat pada anak,

perempuan calon istri, keluarga atau lingkungan tempay ia tinggal. Namun, hanya 10

putusan yang memuat pertimbangan ini, yaitu terdiri dari 6 putusan pada tahun 2011

dan 4 putusan pada tahun 2012.

3/Pdt.P/2011/PA.YK 59/Pdt.P/2011/PA. YK 20/Pdt.P/2012/PA.YK
14/Pdt.P/2011/PA.YK 69/Pdt.P/2011/PA.YK 34/Pdt.P/2012/PA.YK
39/Pdt.P/2011/PA. YK 1/Pdt.P/2012/PA.YK

47/Pdt.P/2011/PA. YK 12/Pdt.P/2012/PA.YK

. Jaminan kehidupan keluarga

Tidak semua putusan yang memuat jaminan kehidupan keluarga dari segi

ekonomi. Ada 129 putusan yang mencantumkan penghasilan calon suami dengan




kisaran rata-rata mulai dari 100.000 (seratur ribu rupiah) sampai 5.000.000 (lima juta
rupiah). Putusan ini terdiri dari 8 putusan pada tahun 2010, 24 putusan pada tahun
2011, 41 putusan pada tahun 2012, 25 putusan pada tahun 2013, 19 putusan pada
tahun 2014, dan 15 putusan pada tahun 2015,

2/Pdt.P/2010/PA.YK 20/Pdt.P/2012/PA.YK 30/Pdt.P/2013/PA.YK
5/Pdt.P/2010/PA.YK 21/Pdt.P/2012/PA.YK 35/Pdt.P/2013/PA.YK
8/Pdt.P/2010/PA.YK 23/Pdt.P/2012/PA.YK 36/Pdt.P/2013/PA.YK
9/Pdt.P/2010/PA.YK 24/Pdt.P/2012/PA.YK 45/Pdt.P/2013/PA.YK
17/Pdt.P/2010/PA.YK 27/Pdt.P/2012/PA.YK 53/Pdt.P/2013/PA.YK
23/Pdt.P/2010/PA.YK 28/Pdt.P/2012/PA.YK 56/Pdt.P/2013/PA.YK
38/Pdt.P/2010/PA.YK 29/Pdt.P/2012/PA.YK 61/Pdt.P/2013/PA.YK
46/Pdt.P/2010/PA. YK 30/Pdt.P/2012/PA.YK 62/Pdt.P/2013/PA.YK
1/Pdt.P/2011/PA.YK 32/Pdt.P/2012/PA.YK 63/Pdt.P/2013/PA.YK
7/Pdt.P/2011/PA.YK 33/Pdt.P/2012/PA.YK 65/Pdt.P/2013/PA.YK
12/Pdt.P/2011/PA.YK 34/Pdt.P/2012/PA.YK 1/Pdt.P/2014/PA.YK

13/Pdt.P/2011/PA.YK 37/Pdt.P/2012/PA.YK 2/Pdt.P/2014/PA.YK

39/Pdt.P/2011/PA. YK 38/Pdt.P/2012/PA.YK 3/Pdt.P/2014/PA.YK

43/Pdt.P/2011/PA. YK 39/Pdt.P/2012/PA.YK 16/Pdt.P/2014/PA.YK
44/Pdt.P/2011/PA. YK 41/Pdt.P/2012/PA.YK 18/Pdt.P/2014/PA.YK
48/Pdt.P/2011/PA.YK 50/Pdt.P/2012/PA.YK 21/Pdt.P/2014/PA.YK
50/Pdt.P/2011/PA.YK 51/Pdt.P/2012/PA.YK 23/Pdt.P/2014/PA.YK
55/Pdt.P/2011/PA.YK 52/Pdt.P/2012/PA.YK 27/Pdt.P/2014/PA.YK
57/Pdt.P/2011/PA.YK 54/Pdt.P/2012/PA.YK 28/Pdt.P/2014/PA.YK
59/Pdt.P/2011/PA.YK 56/Pdt.P/2012/PA.YK 35/Pdt.P/2014/PA.YK
61/Pdt.P/2011/PA.YK 58/Pdt.P/2012/PA.YK 43/Pdt.P/2014/PA.YK
63/Pdt.P/2011/PA.YK 64/Pdt.P/2012/PA.YK 43/Pdt.P/2014/PA.YK
64/Pdt.P/2011/PA.YK 65/Pdt.P/2012/PA.YK 46/Pdt.P/2014/PA.YK
67/Pdt.P/2011/PA.YK 67/Pdt.P/2012/PA.YK 69/Pdt.P/2014/PA.YK
69/Pdt.P/2011/PA.YK 71/Pdt.P/2012/PA. YK 73/Pdt.P/2014/PA.YK
70/Pdt.P/2011/PA.YK 73/Pdt.P/2012/PA. YK 74/Pdt.P/2014/PA.YK
71/Pdt.P/2011/PA.YK 75/Pdt.P/2012/PA.YK 75/Pdt.P/2014/PA.YK
72/Pdt.P/2011/PA.YK 76/Pdt.P/2012/PA.YK 78/Pdt.P/2014/PA.YK
77/Pdt.P/2011/PA.YK 82/Pdt.P/2012/PA.YK 13/Pdt.P/2015/PA.YK
78/Pdt.P/2011/PA.YK 3/Pdt.P/2013/PA.YK 14/Pdt.P/2015/PA.YK
79/Pdt.P/2011/PA.YK 4/Pdt.P/2013/PA.YK 23/Pdt.P/2015/PA.YK
81/Pdt.P/2011/PA.YK 5/Pdt.P/2013/PA.YK 27/Pdt.P/2015/PA.YK
3/Pdt.P/2012/PA. YK 6/Pdt.P/2013/PA.YK 35/Pdt.P/2015/PA.YK
6/Pdt.P/2012/PA.YK 7/Pdt.P/2013/PA.YK 36/Pdt.P/2015/PA.YK




7/Pdt.P/2012/PA. YK 10/Pdt.P/2013/PA.YK 39/Pdt.P/2015/PA.YK
9/Pdt.P/2012/PA.YK 14/Pdt.P/2013/PA.YK 48/Pdt.P/2015/PA. YK
11/Pdt.P/2012/PA.YK 15/Pdt.P/2013/PA.YK 60/Pdt.P/2015/PA.YK
12/Pdt.P/2012/PA.YK 18/Pdt.P/2013/PA.YK 61/Pdt.P/2015/PA.YK
14/Pdt.P/2012/PA.YK 20/Pdt.P/2013/PA.YK 62/Pdt.P/2015/PA.YK
15/Pdt.P/2012/PA.YK 22/Pdt.P/2013/PA.YK 67/Pdt.P/2015/PA.YK
16/Pdt.P/2012/PA.YK 23/Pdt.P/2013/PA. YK 73/Pdt.P/2015/PA.YK
17/Pdt.P/2012/PA.YK 24/Pdt.P/2013/PA.YK

18/Pdt.P/2012/PA.YK 27/Pdt.P/2013/PA. YK

19/Pdt.P/2012/PA.YK 28/Pdt.P/2013/PA.YK

Hifdzu Nasl

Ada 40 putusan yang mencantumkan pertimbangan ini dengan tujuan
memperjelas nasab atau status anak dan agar anak mendapat hak keperdataan sseperti
anak lainnya yang lahir dalam perkawinan yang sah.40 putusan ini terdiri dari 7
putusan di tahun 2010, 11 putusan di tahun 2011, 15 putusan di tahun 2012, 1 putusan

di tahun 2013, 6 putusan di tahun 2014, dan 0 di tahun 2015.

6/Pdt.P/2010/PA.YK 61/Pdt.P/2011/PA. YK 65/Pdt.P/2012/PA.YK
11/Pdt.P/2010/PA.YK 64/Pdt.P/2011/PA. YK 69/Pdt.P/2012/PA.YK
15/Pdt.P/2010/PA.YK 71/Pdt.P/2011/PA.YK 71/Pdt.P/2012/PA.YK
16/Pdt.P/2010/PA.YK 72/Pdt.P/2011/PA. YK 72/Pdt.P/2012/PA.YK
20/Pdt.P/2010/PA.YK 7/Pdt.P/2012/PA.YK 73/Pdt.P/2012/PA.YK
46/Pdt.P/2010/PA.YK 8/Pdt.P/2012/PA.YK 13/Pdt.P/2013/PA.YK
38/Pdt.P/2010/PA.YK 23/Pdt.P/2012/PA.YK 3/Pdt.P/2014/PA.YK
7/Pdt.P/2011/PA.YK 29/Pdt.P/2012/PA.YK 14/Pdt.P/2014/PA.YK
12/Pdt.P/2011/PA.YK 30/Pdt.P/2012/PA.YK 23/Pdt.P/2014/PA.YK
15/Pdt.P/2011/PA.YK 39/Pdt.P/2012/PA.YK 25/Pdt.P/2014/PA.YK
44/Pdt.P/2011/PA. YK 54/Pdt.P/2012/PA.YK 28/Pdt.P/2014/PA.YK
53/Pdt.P/2011/PA.YK 56/Pdt.P/2012/PA.YK 42/Pdt.P/2014/PA.YK
55/Pdt.P/2011/PA.YK 58/Pdt.P/2012/PA.YK

56/Pdt.P/2011/PA.YK 61/Pdt.P/2012/PA.YK




Terdapat 20 putusan yang hanya menggunakan pertimbangan hukum tertulis (UUP

dan KHI)

1/Pdt.P/2010/PA.YK 10/Pdt.P/2011/PA.YK 53/Pdt.P/2012/PA.YK
7/Pdt.P/2010/PA. YK 36/Pdt.P/2011/PA.YK 57/Pdt.P/2012/PA.YK
19/Pdt.P/2010/PA.YK 38/Pdt.P/2011/PA. YK 38/Pdt.P/2013/PA.YK
60/Pdt.P/2010/PA.YK 82/Pdt.P/2011/PA.YK 64/Pdt.P/2013/PA.YK
4/Pdt.P/2011/PA.YK 2/Pdt.P/2012/PA.YK 45/Pdt.P/2014/PA.YK
7/Pdt.P/2011/PA.YK 31/Pdt.P/2012/PA.YK

9/Pdt.P/2011/PA. YK 36/Pdt.P/2012/PA.YK
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